KOMENTAR UMUM 9

Pelaksanaan Kovenan di Dalam Negeri1
A.  Kewajiban  untuk melaksanakan Kovenan  dalam tatanan hukum dalam negeri 

1.   Dalam Komentar Umum No.3 (1990) Komite menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sifat dan jangkauan dari kewajiban-kewajiban Negara peserta. Komentar umum ini ingin memperluas unsur-unsur tertentu dari pernyataan terdahulu. Kewajiban utama yang berkenaan dengan Kovenan adalah agar Negara merealisasikan hak-hak yang telah diakui di dalamnya. Dengan menuntut agar Pemerintah melakukan hal tersebut “dengan segala cara yang tepat”, Kovenan menganut sebuah pendekatan yang luas dan lentur yang memungkinkan untuk menerima kekhususan sistim hukum dan administrasi tiap negara peserta, dan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan. 

2.   Bagaimanapun, kelenturan ini hadir bersama dengan kewajiban setiap Negara peserta untuk menggunakan segala cara yang ada untuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Dalam hal ini, persyaratan hukum yang fundamental dari hukum hak asasi manusia internasional harus ditanamkan dalam pikiran. Karena itu, norma-norma Kovenan harus diakui dengan cara yang tepat dalam tatanan hukum dalam negeri, cara-cara pemulihan yang sesuai, harus tersedia bagi individu atau kelompok yang tersakiti, dan cara-cara yang tepat untuk memastikan adanya  akuntabilitas pemerintah juga harus dibuat.

3.   Pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan Kovenan di dalam negeri harus dipertimbangkan berdasarkan dua prinsip hukum internasional. Pertama, sebagaimana tercermin dalam pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian-Perjanjian pada tahun 1969, adalah bahwa “[sebuah] negara tidak boleh menganggap kondisi-kondisi dalam hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya dalam pelaksanaan suatu perjanjian.” Dengan kata lain, Negara harus mengubah tatanan hukum dalam negeri seperlunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Prinsip kedua tercermin dalam pasal 8 Universal Declaration of Human Rights, dimana “Setiap orang berhak atas sebuah pemulihan yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten karena tindakan pelanggaran atas hak-hak fundamental yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau oleh hukum.” Kovenan tidak memiliki padanan langsung dari pasal 2.3 (b) dari Kovenan Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik yang mewajibkan Negara untuk, inter alia, “mengembangkan peluang pemulihan oleh hukum.” Walau demikian, Negara yang mencari pembenaran atas kegagalannya untuk menyediakan pemulihan oleh hukum dalam negeri atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan harus menunjukkan bahwa pemulihan-pemulihan semacam itu “bukan cara yang tepat” dalam kondisi pasal 2.1 Kovenan atau bahwa, berdasarkan cara-cara lain yang digunakan, cara-cara itu tidak perlu diterapkan. Akan sukar untuk menunjukkan hal ini sehingga Komite mempertimbangkan bahwa, dalam berbagai kasus, “cara-cara” lain yang digunakan itu dapat dianggap tidak efektif jika cara-cara itu tidak didukung atau dilengkapi dengan pemulihan oleh hukum.

B.  Status Kovenan dalam tatanan hukum dalam negeri 
4.   Pada umumnya, standar-standar hak asasi manusia internasional yang terikat secara hukum seharusnya berfungsi langsung dan dengan segera dalam sistem hukum dalam negeri di tiap negara, dengan demikian memungkinkan individu-individu untuk mencari pemenuhan atas hak-hak mereka di hadapan peradilan nasional. Aturan yang menyatakan digunakannya seluruh usaha pemulihan di dalam negeri dalam hal ini memperkuat dominasi pemulihan nasional. Eksistensi dan pengembangan lebih lanjut dari berbagai prosedur internasional untuk memungkinkan adanya gugatan perorangan adalah hal yang penting, tetapi prosedur-prosedur semacam itu akhirnya hanya bersifat pelengkap terhadap pemulihan nasional yang efektif.

5.   Kovenan tidak menuntut cara-cara khusus yang harus diterapkan dalam tatanan hukum dalam negeri. Di samping itu, tidak ada kondisi-kondisi yang mewajibkan integrasinya secara menyeluruh atau menuntut untuk sesuai status tertentu apapun dalam hukum nasional. Walaupun metode yang tepat memasukkan hak-hak yang ada di dalam Kovenan ke dalam hukum nasional bergantung pada masing-masing Negara, cara-cara yang digunakan harus sesuai agar dapat memberikan hasil yang sejalan dengan pelepasan penuh kewajiban-kewajibannya oleh Negara. Cara-cara yang terpilih itu juga bisa ditinjau kembali sebagaibagian dari pemeriksaan Komite atas laporan Negara dengan berbagai kewajibannya di bawah Kovenan.

6.   Sebuah analisis atas praktek Negara yang berkenaan dengan Kovenan memperlihatkan bahwa Negara telah menggunakan berbagai pendekatan. Sejumlah Negara telah gagal samasekali untuk melakukan hal-hal yang spesifik. Dari negara-negara yang telah menerapkan ukuran-ukuran, sebagian di antaranya telah mengubah Kovenan menjadi hukum dalam negeri dengan memberikan tambahan atau mengubah undang-undang yang sudah ada, tanpa memunculkan kondisi-kondisi khusus Kovenan. Sedangkan yang lain telah melaksanakan atau mengintegrasikannya ke dalam hukum dalam negeri sedemikian rupa sehingga kondisi-kondisi khususnya tetap terjaga dan mendapatkan kesahihan formal dalam tatanan hokum nasional. Hal ini kerap dilakukan dengan cara kondisi-kondisi …………………………………………….yang konsitusional yang menggabungkan prioritas dengan kondisi-kondisi Kovenan hak asasi manusia internasional atas hukum-hukum dalam negeri yang tidak konsisten. Pendekatan Negara terhadap Kovenan sangat bergantung pada pendekatan yang dilakukan terhadap Kovenan-Kovenan umum dalam tatatan hukum dalam negeri.

7.   Apapun metodologi yang ditetapkan, terdapat beberapa prinsip yang muncul dari kewajiban untuk memberikan dampak pada Kovenan dan, karenanya, harus dihormati. Pertama, cara-cara pelaksanaan yang ditentukan harus cukup memadai untuk memastikan pemenuhan berbagai kewajiban di bawah Kovenan. Kebutuhan untuk memastikan justiciability (baca par. 10 di bawah) dipandang relevan saat menentukan cara yang paling tepat untuk memberikan dampak hukum dalam negeri pada hak-hak Kovenan. Kedua, laporan harus disusun dengan cara-cara yang telah terbukti efektif di dalam negeri perihal kepastian perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana cara-cara yang digunakan untuk memberi dampak pada Kovenan atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya itu berbeda dari cara-cara yang dipakai dalam kaitannya dengan Kovenan-Kovenan hak asasi manusia lainnya, di situ harus terdapat pembenaran yang kuat atas hal ini, dengan mempertimbangkan fakta bahwa rumusan-rumusan yang dipakai dalam Kovenan dapat dibandingkan dengan rumusan-rumusan yang dipakai dalam berbagai Kovenan seputar hak-hak sipil dan politik.

8.   Ketiga, walaupun Kovenan tidak secara formal mewajibkan Negara untuk mengintegrasikan kondisi-kondisinya ke dalam hukum dalam negeri, pendekatan semacam itu lebih diinginkan. Pengintegrasian langsung dapat menghindarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerjemahan kewajiban Kovenan menjadi hukum nasional, dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak Kovenan secara langsung  oleh individu-individu dalam peradilan nasional. Karena alasan ini, Komite sepenuhnya mendorong pelaksanaan dan pengintegrasian Kovenan secara formal ke dalam hukum nasional.

C.  Peran pemulihan secara hukum 

Pemulihan secara hukum atau  peradilan? 

9. Hak atas sebuah pemulihan yang efektif tidak perlu ditafsirkan sebagai selalu membutuhkan sebuah pemulihan oleh peradilan. Dalam banyak kasus, pemulihan secara administratif akan cukup memadai dan orang-orang yang tinggal di dalam wilayah yurisdiksi sebuah Negara memiliki sebuah harapan yang memiliki landasan, didasarkan pada prinsip adanya keyakinan yang baik, bahwa segenap otoritas administratif akan mempertimbangkan kondisi-kondisi Kovenan dalam pengambilan keputusan mereka. Pemulihan administratif seperti itu harus dapat diakses, terjangkau, tepat waktu, dan efektif. Hak paling utama dari tuntutan peradilan dari prosedur-prosedur administratif seperti ini seringkali tepat. Di samping itu, terdapat sejumlah kewajiban, seperti kewajiban yang berkenaan dengan non-diskriminasi, dimana ketetapan tentang pemulihan oleh peradilan diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat dari Kovenan. Dengan kata lain, bilamana sebuah hak Kovenan tidak dapat sepenuhnya efektif  tanpa peran peradilan, maka pemulihan oleh peradilan dibutuhkan.

Justiciability(=dapat diterapkan sesuai dengan hukum?) 

10.   Dalam kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik, pemulihan oleh peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran sifatnya esensial. Sayangnya, anggapan yang sebaliknya justru kerap muncul sehubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kesenjangan ini tidak dijamin baik oleh karakteristik hak maupun ketetapan-ketetapan Kovenan yang relevan. Komite telah menunjukkan bahwa banyak dari ketetapan dalam Kovenan yang dianggap dapat langsung dilaksanakan. Dengan demikian, dalam Komentar Umum No.3 disebutkan, melalui contoh, pasal 3, 7 (a), 8, 10.3, 13.2 (a), 13.3, 13.4, dan 15.3. Penting adanya untuk membedakan “Justiciability” (yang merujuk pada berbagai persoalan yang sebaiknya diselesaikan melalui peradilan) dan norma yang sifatnya lebih berdiri sendiri (dapat diterapkan melalui peradilan tanpa perluasan lebih lanjut). Walau pendekatan umum terhadap setiap sistem hukum perlu dipertimbangkan, tidak ada hak Kovenan yang tidak dapat, di kebanyakan sistem, dianggap mempunyai setidaknya beberapa dimensi nilai peradilan yang berarti. Terkadang persoalan yang melibatkan alokasi sumber daya harus diserahkan pada otoritas politik dan bukannya pengadilan. Walau kekompetenan dari berbagai cabang pemerintahan harus dihargai, tepat adanya untuk mengenal bahwa pengadilan biasanya telah terlibat dalam banyak persoalan yang memiliki implikasi sumber daya yang penting. Penerapan pengklasifikasian yang kaku atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menempatkan hak-hak itu, melalui definisi, di luar jangkauan pengadilan akan menjadi bersifat sewenang-wenang dan tidak sejalan dengan prinsip yang kedua perangkat hak asasi manusia itu saling bergantung dan tidak terpisahkan. Hal ini juga akan secara drastis membatasi kapasitas pengadilan dalam melindungi hak-hak dari berbagai kelompok yang rawan 

dan kurang beruntung dalam masyarakat.

Memfungsikan-sendiri 

11.   Kovenan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa hak-hak yang dikandungnya dapat memfungsikan-sendiri dalam sistem tempat opsi itu disediakan. Sesungguhnya, saat dirancang, upaya-upaya untuk memasukkan sebuah ketetapan tertentu di dalam Kovenan yang dipandang “non-memfungsikan-sendiri” ditolak. Di kebanyakan Negara, penentuan apakah sebuah ketetapan Kovenan bersifat memfungsikan-sendiri adalah persoalan yang dihadapi oleh pengadilan, bukan eksekutif atau legislatif. Supaya fungsi itu efektif, pengadilan-pengadilan terkait harus mewaspadai karakteristik dan implikasi dari Kovenan dan peran penting dari pemulihan oleh peradilan dalam penerapannya. Karena itu, sebagai contoh, ketika Pemerintah terlibat dalam proses peradilan, mereka harus mengajukan berbagai interpretasi atas hukum dalam negeri yang memberikan dampak pada kewajiban-kewajiban Kovenan mereka. Juga, pelatihan peradilan harus sepenuhnya menyertakan nilai peradilan dari Kovenan. Sangat penting untuk menghindari tiap bentuk anggapan yang bersifat apriori bahwa norma-norma harus dipandang bersifat non-memfungsikan-diri. Nyatanya, banyak dari norma-norma itu dinyatakan dengan istilah-istilah yang sama jelas dan spesifiknya dengan berbagai Kovenan hak asasi manusia lainnya, ketetapan-ketetapan yang oleh pengadilan dinilai sebagai memfungsikan-diri. 

D.  Perlakuan Kovenan di Pengadilan Dalam Negeri 

12.   Di dalam panduan Komite mengenai laporan-laporan Negara, Negara diminta untuk memberikan informasi apakah ketetapan-ketetapan Kovenan “dapat dimunculkan sebelum, secara langsung diwajibkan oleh, Pengadilan, otoritas peradilan dan administratif lainnya.” Sejumlah Negara telah menyampaikan informasi itu, tetapi substansi yang lebih besar harus disertakan dalam unsur ini dalam laporan-laporan mendatang. Terutama, Komite menuntut Negara untuk memberikan rincian mengenai sistem hukum yang penting dari pengadilan dalam negeri mereka yang memanfaatkan ketetapan-ketetapan Kovenan.

13.   Atas dasar informasi yang tersedia, jelaslah bahwa praktek Negara beragam. Komite mencatat bahwa sejumlah pengadilan telah menerapkan ketetapan-ketetapan Kovenan baik secara langsung maupun melalui standar-standar yang mudah ditafsirkan. Dalam prinsipnya, pengadilan-pengadilan lainnya beritikad untuk mengenal relevansi Kovenan dalam menginterpretasikan hukum dalam negeri, tetapi dalam prakteknya, dampak Kovenan pada interpretasi atau hasil dari kasus-kasus sangat terbatas. Sedangkan ada pengadilan-pengadilan  yang telah menolak nilai hukum dari Kovenan dalam berbagai kasus dimana individu-individu bergantung padanya. Masih terdapat peluang yang besar bagi pengadilan di banyak negara untuk lebih bergantung pada Kovenan.

14.   Dalam batas-batas implementasi dari fungsi tinjauan peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak Kovenan dimana penting untuk memastikan bahwa perilaku Negara konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan. Tolakan oleh pengadilan atas tanggung-jawab ini tidak sejalan dengan prinsip aturan hukum, yang harus selalu diterapkan untuk memunculkan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional.

15.   Umum diterima bahwa hukum dalam negeri harus diinterpretasikan sedalam mungkin dengan sebuah cara yang sejalan dengan kewajiban hukum internasional sebuah Negara. Dengan demikian, ketika seorang pengambil keputusan dalam negeri dihadapkan pada suatu pilihan antara sebuah interpretasi atas hukum dalam negeri yang akan menempatkan Negara dalam pelanggaran terhadap Kovenan dan sebuah interpretasi yang akan memampukan Negara untuk mematuhi Kovenan, hukum internasional membutuhkan pilihan yang terakhir. Jaminan atas kesetaraan dan non-diskriminasi harus diinterpretasikan, seluas mungkin, dengan cara-cara yang memfasilitasi perlindungan penuh atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

CATATAN

1.  A/CONF.39/27. 

2.  Pelaksanaan pasal 2.2 Negara "sepakat untuk menjamin" bahwa hak-hak dalam Kovenan dilaksanakan “tanpa diskriminasi dalam segala bentuknya.” 

3.  Pedoman pelaporan, E/C.12/1990/8, Lampiran IV. 
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